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“ Sesungguhnya sesudah kesulitan akan ada kemudahan,  
maka apabila kamu telah selesai ( urusan dunia ) 
bersungguh – sungguhlah dalam beribadah dan hanya 
Kepada Tuhanlah berharap ” 




“ Keberhasilan tampaknya selalu datang kepada orang 
yang menjalankan dasar pemikiran yang akurat, dengan 
usaha yang keras, tekun, dan gigih ” 




“ Kemenangan kita yang paling besar bukanlah karena 
kita tidak pernah jatuh, melainkan karena kita bangkit 
setiap kali jatuh ” 




























                 Karya yang telah penulis buat  ini dipersembahkan untuk  : 
E Dzat yang Maha Besar Allah SWT tempat 
kumempercayakan segalanya. Subhaanallaah Wal 
Hamdulillah Wa Laa Ilaa Ha Illallaah Wallahu 
Akbar. 
E Pemimpin dunia akhiratku Rasullullah SAW yang 
menunjukkan jalan terang yang sebenarnya. 
Ashadu An Laa Ilaaha Ilaallaah Wa Asyhadu 
Anna Muhammadar Rasullullah. 
E Bapak Ibu yang telah banyak berkorban untuk 
semua  ilmu yang di dapat ini. 




Puji syukur penulis panjatkan Kepada Alloh SWT atas segala nikmat, 
berkah, hidayah dan bantuannya sehingga penulis bisa segera menyelesaikan 
Tugas Akhir ini melalui sebuah pengamatan Kuliah Kerja Manajemen 
Administrasi yang telah penulis lakukan di Kantor Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kab. Boyolali pada bulan Februari 2009 lalu. Pengamatan mengenai 
Prosedur Pendirian Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (URHU) Oleh 
Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Boyolali ini diharapkan bisa 
bermanfaat tidak hanya bagi penulis namun juga orang lain yang membaca. 
 
Disini tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 
telah turut serta dalam membantu penyelesaian tugas ini seperti : 
1. Drs. Is Hadri Utomo, M.Si selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir ini. 
Terima kasih atas segala bimbingan dan pengarahannya selama ini. 
2. Drs. Supriyadi SN, SU selaku Dekan FISIP UNS. 
3. Drs. Sakur. MS selaku Ketua Program D3 Manajemen Administrasi FISIP 
UNS. 
4. Bp. Agung Wahyu Harsono, SH selaku Pembina Tingkat I Diparbud Kab. 
Boyolali, terima kasih atas pemberian izinnya untuk melakukan 
pengamatan disana. 
5. Drs. Noto Sudaryatmo selaku Kepala Bagian ODTW. 
6. Ibu Siti Sulastri, S.Sos,  Ibu Ida Lawina, dan segenap staf  Diparbud 
Boyolali yang telah membantu penulis untuk mendapatkan data-data yang 
diperlukan selama pengamatan berlangsung. 
7. Keluarga dan teman-temanku yang terkasih kelas A, D3 Manajemen 
Administrasi FISIP UNS terima kasih atas segala kenangan yang telah kita 
lewati bersama-sama selama 3 tahun ini. 
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
ikut serta membantu terlaksananya penyusunan laporan ini. 
 
 viii 
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan 
laporan ini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat 
penulis harapkan. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca 




     Surakarta,   30  Juni  2009 
 
























  Halaman 
 
HALAMAN JUDUL ................................................................  i   
PERSETUJUAN.......................................................................  ii 
PENGESAHAN........................................................................   iii  
PERNYATAAN .......................................................................   iv 
MOTTO....................................................................................   v 
PERSEMBAHAN.....................................................................   vi 
KATA PENGANTAR ..............................................................   vii 
DAFTAR ISI ............................................................................   ix 
DAFTAR TABEL ....................................................................   xi 
DAFTAR GAMBAR ................................................................   xii 
DAFTAR LAMPIRAN.............................................................   xiii 
ABSTRAK ...............................................................................   xiv 
 
BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah.....................................   1 
B. Perumusan Masalah ...........................................   3 
C. Tujuan Pengamatan............................................   4 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Prosedur ...........................................   5 
B. Hubungan Sistem dan Prosedur..........................   6 
C. Pengertian Prosedur Perizinan............................   10 
D. Pengertian-Pengertian Lain yang Berhubungan      
Dengan Perizinan Usaha ....................................   11 
E. Metode Pengamatan...........................................   14 
 
BAB III DESKRIPSI LEMBAGA 
A. Sejarah Singkat ..................................................   17 
 x 
B. Visi dan Misi .....................................................   17 
C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasai .................   19 
D. Susunan dan Tugas Organisasi ...........................   20 
E. Daftar Tarif Retribusi Izin Prinsip, Izin  Usaha 
      dan Daftar Ulang Usaha .....................................   22 
F. Bagan Struktur Kelembagaan.............................   25 
 
 
BAB IV HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN 
A. Tata Laksana Pemberian Izin Usaha...................   26 
B. Persyaratan Teknis yang Harus Dipenuhi ...........   29 
C. Bentuk Usaha dan Permodalan...........................   34 
D. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian .......   35 
E. Usaha Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat 
Akan Pentingnya Izin Usaha ..............................   36 
F. Hambatan-Hambatan dan Cara Mengatasi..........   37 
 
BAB V PENUTUP 
A. Kesimpulan........................................................   39 
B. Saran .................................................................   41 
 
DAFTAR PUSTAKA…………………………………………...  42 
 












       Halaman  
 
Tabel 1.1   DATA USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM ........  2 




Tabel 1.2   BESARNYA RETRIBUSI UNTUK IZIN PRINSIP………… 22  
 
Tabel 1.3   BESARNYA RETRIBUSI UNTUK IZIN USAHA…………. 23 
 




Tabel 1.5   USAHA SALON…………………………………………….. 32 
 
Tabel 1.6   USAHA BILYARD………………………………………... 33 
 
Tabel 1.7   USAHA PLAY STATION………………………………….. 33 
 





















Gambar 2.1  KETERKAIATAN ANTARA  
SISTEM DAN PROSEDUR…………………………. 7 
 
Gambar 2.2  BAGAN ALUR PROSEDUR PERIZINAN URHU….        11 
 






































Lampiran 1 SURAT TUGAS MAGANG  
Lampiran 2 FORM PENILAIAN MAGANG 
Lampiran 3 FORM MONITORING MAGANG 
Lampiran 4 FORM PRESENSI MAGANG 
Lampiran 4 SURAT KETERANGAN MAGANG 
Lampiran 5 BLANKO IZIN USAHA 
Lampiran 6 BERITA ACARA PEMERIKSAAN 


















Rifia Erna Susianti D1506041 PROSEDUR PENDIRIAN PERIZINAN 
USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM (URHU) OLEH KANTOR 
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN BOYOLALI. Tugas Akhir, 
Program Studi Manajemen Administrasi, Program Diploma III, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009, 43 halaman. 
 
Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui tata cara Prosedur Pendirian 
Perizinan Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum agar tercipta prosedur  perizinan 
yang mudah, cepat dan transparan. Maksud daripada perizinan URHU sendiri 
adalah perizinan dibidang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum berupa surat 
pendirian usaha yang diberikan oleh Bupati kepada pengusaha, meliputi Izin 
Prinsip, Izin Usaha, Daftar Ulang, Perubahan dan Penggantian Izin Usaha, tidak 
hanya itu pengamatan ini juga dilakukan untuk mencari tahu usaha Diparbud 
Boyolali dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk aktif sendiri 
mendaftrakan usahanya serta hambatan apa saja yang selama ini dihadapi dalam 
pelaksanaan kegiatannya. 
Metode yang digunakan adalah metode pengamatan deskriptif kualitatif. 
Sifat daripada metode pengamatan ini adalah untuk menggambarkan, 
memaparkan serta menganalisis data secara mendalam. Data yang penulis peroleh 
berasal dari observasi dan wawancara secara langsung. Penarikan sampel dalam 
pengamatan ini menggunakan teknik purpose sampling yaitu didalam mencari 
informasi didasarkan kepada orang-orang yang dianggap tahu dan paham betul 
tentang prosedur pendirian perizinan URHU, selain itu pengamatan ini juga 
didukung dengan studi pustaka untuk mendapatkan teori dan konsep yang 
mendalam berhubungan dengan pengamatan ini.  
Hasil pengamatan ini berupa data mengenai tata laksana pemberian Izin 
Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum, pencabutan Izin Usaha, persyaratan teknis 
mendirikan bangunan, beberapa hal lain seperti cara yang Diparbud lakukan untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau berizin, serta hambatan-hambatan 
yang ditemui. Berdasarkan hasil pengamatan ini maka prosedur pendirian 
perizinan usaha rekreasi dan tempat hiburan di Kantor Diparbud Boyolali sudah 
cukup jelas dan transparan sesuai dengan prosedur yang ada, melalui sebuah 
pengurusan yang mudah dan tidak rumit maka dalam kurun waktu 2 minggu surat 
Izin Usaha sudah bisa dimiliki pengusaha URHU setelah melalui serangkaian 













A. Latar Belakang Masalah 
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang pada intinya adalah 
penyerahan kewenangan kepada daerah Kabupaten / Kota dengan tujuan untuk 
mengurus sendiri segala kebutuhannya maka setiap Pemerintah Kabupaten / 
Pemerintah Kotamadya berusaha keras untuk meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerahnya. Salah satu hal diantaranya melalui pemberlakuan perizinan usaha. 
Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Ketentuan dan Tata Cara 
Pemberian Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum maka kepengurusan perizinan 
yang selama ini ditangani Pemerintah Pusat untuk selanjutnya kewenangan 
tersebut dapat dikelola Pemerintah Daerah. 
Izin usaha sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah terus saja 
dibina untuk bisa turut serta meningkatkan pemasukan. Apalagi jika melihat 
keberadaan bisnis usaha yang ada di Kabupaten Boyolali ini terbilang cukup 
banyak. Dalam hal pendirian sebuah tempat usaha maka setiap pengusaha perlu 
mendaftarkan tempat usahanya. Tidak sebatas memiliki modal yang cukup, 
tempat usaha, dan jenis usaha tak lepas dari itu maka sebuah izin usaha harus 
mereka kantongi. Selama ini Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan telah proaktif dalam memberikan informasi dan penyuluhan-
penyuluhan seputar perlunya pendaftaran izin usaha. Jenis-jenis perizinan usaha 
yang selama ini ditangani Diparbud Boyolali sesuai dengan Perda No 18 tahun 
2003 tentang “Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Rekreasi dan 
Hiburan Umum (URHU)” mencakup 16 tempat yang masuk dalam URHU, 16 
tempat yang masuk dalam daftar tersebut adalah, Taman Rekreasi, Pemandian 
Alam, Pemandian Buatan / Kolam Renang, Kolam Pemancingan, Gelanggang 
Permainan dan Ketangkasan, Rumah Bilyard, Diskotik dan Bar, Kafe, Karaoke 
dan Pub,  Balai Pertemuan Umum, Persewaan Rekaman Video, Gelanggang Olah 
Raga, Bioskop, Driving Range. Dari 16 tempat yang masuk dalam URHU 
tersebut, belum semua tempat usaha dengan kesadaran diri mendaftarkan tempat 
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usahanya, selama ini yang sudah terbilang cukup aktif adalah usaha Salon, 
Tempat Bilyard, Tempat Bermain Playstation, dan Panti Pijat, untuk jenis usaha 
lainnya belum dengan suka rela mendaftarkan diri untuk berizin. Berikut daftar 
terakhir URHU jenis usaha salon, playstation, bilyard, dan panti pijat ditiap 
kecamatan yang telah telah tercatat dalam kantor Diparbud Boyolali : 
Tabel 1.1 
DATA USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM 




Jenis Usaha Ket. 
No Kecamatan Salon Play Stati
ons 





1 Boyolali 16 2 4 - 20 2 22 
2 Teras 5 - - - 4 1 5 
3 Mojosongo 4 1 - 1 6 - 6 
4 Musuk 5 - - - 3 2 5 
5 Cepogo 4 - - - 3 1 4 
6 Selo 3 - - - 2 1 3 
7 Ampel 4 1 1 1 6 1 7 
8 Karanggede 4 1 1 - 5 1 6 
9 Wonosegoro 3 - - - 2 1 3 
10 Juwangi 3 - - - 1 2 3 
11 Kemusu 4 - 1 - 3 2 5 
12 Andong 4 - 1 - 3 2 5 
13 Klego 5 - - - 3 2 5 
14 Nogosari 3 - - - 2 1 3 
15 Simo 6 1 1 - 6 2 8 
16 Ngemplak 5 1 1 - 5 2 7 
17 Sambi 3 - - - 2 1 3 
18 Banyudono 4 - - 2 5 1 6 
19 Sawit 3 1 - - 3 1 4 
 JUMLAH 88 8 10 4 84 26 110 
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Boyolali 
 
 Sebenarnya dari 16 tempat tersebut perizinan yang harus dijalani tidaklah 
berbeda, dan ternyata tata cara yang harus dilakukan tidaklah serumit seperti yang 
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orang-orang pikirkan. Tidak hanya mudah dalam proses perizinannya disamping 
itu juga banyak keuntungan yang bisa didapat pengusaha jika sudah memiliki 
surat perizinannya. Salah satu hal yang bisa dilakukan pengusaha dengan surat 
izin tersebut adalah kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal, tidak hanya 
itu karena tempat usaha yang telah tercatat dalam daftar perizinan Diparbud 
Boyolali bisa turut serta dipromosikan dalam daftar tempat-tempat rekreasi dan 
hiburan umum Kab. Boyolali  kepada para wisatawan yang berkunjung.  
Berdasarkan uraian diatas studi ini ingin mengetahui dan mempelajari 
tahapan / prosedur mengenai perizinan pendirian izin usaha rekreasi dan hiburan 
umum, oleh karena itu penulis mengangkatnya sebagai pokok persoalan dalam 
pengamatan yang berjudul “PROSEDUR PENDIRIAN PERIZINAN USAHA 
REKREASI DAN HIBURAN UMUM (URHU) OLEH  KANTOR DINAS 
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN BOYOLALI ” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat disusun perumusan masalahnya 
yaitu sebagai berikut :  
1. Bagaimana prosedur pendirian perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan 
Umum (URHU)  yang selama ini ditangani oleh Diparbud Boyolali ? 
2. Bagaimana usaha Diparbud Boyolali dalam meningkatkan kesadaran 
masyarakat untuk aktif sendiri mendaftarkan usahanya ? 
3. Apa hambatan-hambatan yang selama ini dihadapi dalam pelaksanaan 
kegiatannya ? 
 
C. Tujuan Pengamatan 
1. Tujuan Operasional 
a. Untuk mengetahui secara mendalam tentang prosedur perijinan 
mendirikan tempat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (URHU) di 
Kantor Diparbud Boyolali. 
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b. Untuk mengetahui usaha-usaha apa saja yang telah dilakukan Diparbud 
Boyolali dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut aktif 
sendiri mendaftarakan tempat usahanya.  
c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang selama ini 
dihadapi dalam pelaksanaan kegiatannya. 
 
2. Tujuan Fungsional 
Diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak yang memerlukan 
informasi dalam pendaftaran perizinan URHU di Kantor Diparbud  
Boyolali. 
 
3. Tujuan Individual 
Pengamatan ini dilaksanakan sebagai persyaratan untuk memperoleh 
sebutan profesional Ahli Madya (A.Md) Program Studi Manajemen 
Administrasi Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 



















A. Pengertian Prosedur 
 Pengamatan yang mengambil judul tentang Prosedur Pendirian Perizinan 
Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Oleh Kantor Diparbud Boyolali ini 
dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana prosedur-prosedur yang harus dijalani 
dalam kepengurusannya. Diharapkan dengan mengetahui tata cara dan prosedur-
prosedur yang benar maka para pembaca yang memiliki kepentingan sehubungan 
dengan kegiatan ini bisa memiliki referensi yang mencukupi jika hendak berizin. 
 Sebelum menilik lebih lanjut, perlu diketahui beberapa arti / istilah yang 
berkaitan dengan hal ini seperti, prosedur. Prosedur menurut tinjauan umum 
adalah suatu tahap atau langkah dalam melaksanakan suatu kegiatan sesuai 
dengan urut-urutan dan tata tertibnya yang dilakukan secara sistematis. 
Mengutip pendapat dari Harold Koontz, Cyriil O’Donnell, Heinz Weihrich, 
mereka memberikan pengertian tentang prosedur sebagai berikut : 
 
Prosedur adalah rencana yang menetapkan suatu metode penanganan yang 
dibutuhkan untuk aktivitas-aktivitas yang akan datang. Ia merupakan 
pedoman untuk bertindak, bukan untuk berfikir dan ia menguraikan cara 
yang tepat untuk menyelesaikan suatu kegiatan tertentu. Ia merupakan 
urut-urutan kronologis dari tindakan-tindakan yang dibutuhkan.  
(1989 : 124) 
 
Berdasarkan definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa prosedur 
merupakan suatu bentuk rencana yang berkaitan dengan penetapan cara bertindak 
dan berlaku untuk kegiatan-kegiatan dimasa mendatang. Ketetapan ini dipakai 
sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan 
dalam proses perencanaan. Dikatakan sebagai pedoman karena dalam prosedur 
menguraikan cara yang tepat untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan tersebut 
serta urut-urutan dari kegiatan itu secara kronologis, seperti dikatan oleh Soekanto 
Reksohadiprojo (1993 : 190), “Prosedur berlaku dengan serangkaian perintah 
terinci untuk melaksanakan urutan tindakan yang sering dan terjadi secara 
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teratur”. Apabila serangkaian perintah tersebut bisa terlaksana dengan benar maka 
akan tercipta sebuah prosedur yang baik. Menurut pendapat Drs. Moekijat bahwa 
prosedur yang baik itu adalah sebagai berikut : 
 
1. Harus didasarkan atas fakta yang cukup mengenai situasi tertentu tidak 
didasarkan atas dugaan-dugaan / keinginan-keinginan. 
2. Suatu prosedur harus memiliki stabilitas akan tetapi masih memiliki 
fleksibilitas. 
§ Stabilitas adalah ketepatan arah tertentu dengan perubahan yang 
dilakukan hanya apabila terjadi perubahan penting dalam faktor-faktor 
yang mempengaruhi pelaksanaan prosedur. 
§ Fleksibilitas adalah prosedur diinginkan guna mengatasi suatu krisis / 
keadaan darurat, tuntutan khusus / penyesuaian kepada kondisi 
sementara.  
 
 Selanjutnya hakekat dari prosedur adalah : 
§ Prosedur terdapat dalam tiap bagian perusahaan karena prosedur 
merupakan salah satu macam rencana yang penting. 
§ Prosedur biasanya dipandang sebagai penerapan pekerjaan yang 
sifatnya berulang. 
§ Diberikan batas-batas waktu pada setiap langkah prosedur guna 
menjamin agar hasil akhir dicapai seperti yang diinginkan. (1989 : 194) 
 
Prosedur merupakan suatu proses yang harus dilalui untuk mencapai suatu 
tujuan tertentu. Proses yang harus dijalani ini merupakan suatu rencana yang tetap 
dipakai atau sering disebut dengan “Standart of Procedur”. Rencana ini bersifat 
permanen yang artinya terus-menerus dipergunakan untuk keperluan yang 
berulang-ulang. Menurut Ig. Wursanto bagi pimpinan perencanaan tetap hal ini 
mempunyai keuntungan sebagai berikut : 
1. Menghemat tenaga  
2. Menghemat pendelegasian wewenang antar petugas 
3. Memberikan kemungkinan untuk dipakai secara lebih luas dalam lembaga-
lembaga. (1987 : 33) 
 
 
B. Hubungan Sistem dan Prosedur 
Sistem dan prosedur merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat 
dipisahkan dalam usaha-usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Dapat dikatakan 
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bahwa dimana ada sistem disitu pasti ada prosedur dan dimana ada prosedur disitu 
pasti ada sistem. Sistem tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya prosedur, begitu 
sebaliknya. Sistem dan prosedur merupakan faktor yang sangat penting dalam 
pelaksanaan kegiatan, tidak hanya dalam bidang pekerjaan kantor tetapi juga 
dalam bidang kegiatan operasional. Secara sederhana dapat diartikan bahwa 
sistem adalah cara yang ditempuh oleh suatu organisasi untuk mencapai salah satu 
sasaran baik didalam maupun diluar kegiatan kantor. Setiap organisasi 
mempunyai tujuan tertentu, untuk mencapai tujuan itu dilakukan berbagai 
kegiatan, dan masing-masing kegiatan mempunyai sasaran tertentu yang secara 
keseluruhan ditujukan terhadap tercapainya tujuan organisasi. Guna mencapai 
sasaran pada masing-masing kegiatan itu dipakai cara-cara tertentu yang dianggap 
paling efektif, cara inilah yang biasa di istilahkan sebagai sistem. Berikut skematis 
keterkaiatan antara sistem dan prosedur menurut A.S Moenir ( 1982 : 111) : 
 
Gambar 2.1 
         
X         
         
         
         
         
X      Tujuan Akhir 
         
     Prosedur    
    Prosedur V    
   Prosedur IV     
X  Prosedur III   I s/d V = Tahap 
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 I        
 
Dari bagan diatas dijelaskan bahwa rangkaian prosedur merupakan suatu 
sistem yang dibuat untuk menangani suatu pekerjaan yang rutin terjadi. Sistem 
dan prosedur penting dan perlu demi menangani suatu masalah yang timbul dalam 
organisasi. Penanganan yang dikehendaki adalah terpadu dan ini hanya 
dimungkinkan apabila pimpinan mempunyai sistem dan prosedur yang baik. 
Jalinan sub sistem dalam suatu prosedur harus selalu diperhatikan agar dapat 
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berjalan sesuai rencana untuk mencapai efektifitas kerja, artinya adalah 
keseluruhan yang bekerja bersama-sama akan mencapai hasil yang lebih baik 
daripada oleh seorang individu yang lepas satu sama lain. Mengingat kerjasama 
antar individu dalam suatu organisasi sangatlah penting maka kerjasama tersebut 
perlu dinyatakan dalam suatu bentuk tertentu yang salah satunya melalui prosedur 
kerja ini. Seperti pendapat dari Hadari Nawawi : 
 
Oleh karena keharusan bekerja sama lebih dominan daripada bekerja 
sendiri-sendiri maka harus diciptakan dan dibina kerjasama antar yang satu 
dengan yang lainnya agar tercipta tata hubungan kerja dan pentahapan 
kerja itu, dilingkungan setiap satuan organisasi / unit kerja menghasilkan 
prosedur kerja. (1989 : 50) 
 
 
Seperti telah disinggung dimuka bahwa prosedur ialah urutan kegiatan 
yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tahap tertentu dalam usaha untuk 
mencapai tujuan akhir, oleh sebab itu urutan kegiatan tersebut haruslah dibuat 
sedemikian rupa sehingga tidak meninggalkan faktor efisiensi dan efektifitas. 
Adanya prosedur memang seharusnya tidak ditujukan untuk menghambat 
pelaksanaan pekerjaan, justru dengan hal ini diharapkan dapat mengarahkan 
kepada pencapaian tahap yang cepat, hemat dan cermat. Berikut faktor-faktor 
yang harus diperhatikan dalam membuat suatu prosedur menurut A.S Moenir : 
 
1. Urutan perbuatan atau langkah-langkah hendaknya sederhana, tidak 
berbelit-belit sehingga memperpendek “jarak” yang harus ditempuh untuk 
mencapai tahap yang dimaksud. 
2. Urutan perbuatan atau langkah-langkah hendaknya berkaitan dengan 
sesuatu yang hendak dicapai. 
3. Faktor waktu hendaknya dipertimbangkan secara masak sehingga tidak 
membuang-buang waktu yang justru sangat berharga. 
4. Mudah dilakukan oleh orang yang berkepentingan dan hendaknya dengan 
cepat menjadi “kebiasaan” dalam tingkah laku. 
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5. Buatlah diagram, sketsa atau bentuk lain dari prosedur itu sehingga mudah 
diikuti dan dipahami oleh orang yang berkepentingan. 
6. Ingat bahwa prosedur merupakan alat pengawasan dalam pekerjaan, 
karena itu dalam pembuatan prosedur harus diperhitungkan adanya 
jaminan atas pengawasan tersebut. 
7. Agar prosedur dapat diawasi dan diikuti secara baik maka perlu adanya 
kelengkapan form yang sifatnya sama. 
8. Prosedur yang dibuat hendaknya selalu berdasar atas aturan pokok yang 
ada dan merupakan kelengkapan yang mengikat. (1982 :114)        
                                                                                  
Pentingnya prosedur kegiatan, menurut M.C Maryati : 
1. Membuat pekerjaan dapat dilaksanakan secara lancar sebagai waktu 
penyelesaian lebih cepat. 
2. Memberikan pengawasan lebih baik tentang apa dan bagaimana suatu 
pekerjaan telah dilakukan.  
3. Menjadikan setiap bagian berkoordinasi dengan bagian yang lain.  
4. Pekerjaan dapat dikendalikan dengan baik.  
5. Membuat penghematan yang besar bagi perusahaan. 
Sedang prinsip-prinsip prosedur kerja yang baik adalah : sederhana, tidak 
terlalu rumit, dan berbelit-belit. Prosedur kerja yang baik akan mengurangi beban 
pengawasan karena penyelesaian pekerjaan telah mengikuti langkah-langkah yang 
telah ditetapkan. Prosedur kerja yang telah ditetapkan haruslah prosedur yang 
telah teruji bahwa prosedur tersebut mencegah penulisan dan usaha yang tidak 
perlu, artinya proses tersebut menghemat gerakan atau tenaga. Pembuatan 
prosedur kerja harus memperhatikan pada arus pekerjaan. Prosedur kerja dibuat 
fleksibel artinya bisa dilakukan perubahan jika terjadi hal-hal yang sifatnya 
mendesak. (2007 : 43 ) 
 
Dari beberapa pengertian mengenai prosedur dan ruang lingkup yang 
menyangkut didalamnya maka dapat disimpulkan adanya pola umum mengenai 
prosedur yaitu sebagai berikut : 
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1. Prosedur kerja terdapat dalam setiap bagian dari suatu kegiatan kerja. 
2. Prosedur kerja diterapkan pada pekerjaan yang sifatnya berulang-ulang / 
rutin digunakan dalam suatu organisasi. 
3. Ada batas waktu tertentu untuk setiap langkah kerja guna menjamin agar 
hasil akhir dapat tercapai dengan baik. 
 
Ketiga hal diatas merupakan pola umum dari suatu prosedur tak lepas 
daripada itu pelaksanaan prinsip-prinsip prosedur kerja yang baik harus selalu 
diterapkan karena berguna sebagai sarana pengawasan, pemeriksaan, pemantauan 
dan evaluasi serta dapat mengungkapkan apakah prosedur kerja tersebut sudah 
jelas dan apakah pentahapan kerja sudah sistematis. Disamping itu juga dapat 
diketahui pula mekanisme yang menggambarkan apakah usaha 
mengkomunikasikan prosedur kerja itu kepada bawahan sudah merata atau belum, 
apakah tidak terdapat pertentangan antara prosedur yang digunakan dan 
ditetapkan oleh pimpinan yang lebih tinggi, sehingga tidak lagi menimbulkan 
hambatan. 
 
C. Pengertian Prosedur Perizinan URHU 
Perizinan berasal dari kata dasar “izin” yang menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1989 : 341) 
berarti “pernyataan mengabulkan / tiada melarang” dan arti lainnya adalah 
“persetujuan memperbolehkan”, sedangkan kata “izin” dari rangkaian kata 
Perizinan URHU mengandung arti : perizinan dibidang Usaha Rekreasi dan 
Hiburan Umum berupa surat yang diberikan oleh Bupati kepada Pengusaha, 
meliputi Izin Prinsip, Izin Usaha, Daftar Ulang, Perubahan, dan Penggantian Izin 
Usaha. Pengertian Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum menurut Peraturan Daerah 
Kab. Boyolali Nomor 18 Tahun 2003 adalah  “Setiap usaha komersial yang ruang 
lingkup kegiatannya memberikan jasa pelayanan rekreasi dan hiburan umum”.        
Dari beberapa pengertian diatas dapat kita simpulkan pengertian dari prosedur 
perizinan URHU  adalah suatu pedoman / tata cara yang harus dilalui oleh seorang 
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pengusaha URHU agar bisa mendapatkan izin dari Kepala daerah setempat untuk 
mengoperasikan usahanya secara resmi. 
     Gambar alur prosedur perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum : 
                                         Gambar 2.2 
                                                                     
                   1                                                     2 
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Selanjutnya dalam peraturan yang sama juga dijelaskan beberapa 
pengertian lain yang sangat erat hubungannya dengan ini, seperti : 
1. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang selanjutnya disebut Izin 
Usaha adalah Izin untuk melaksanakan kegiatan Rekreasi dan Hiburan 
Umum. 
2. Izin Prinsip Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang selanjutnya 
disebut Izin Prinsip adalah persetujuan sementara yang diberikan oleh 
Bupati kepada pengusaha untuk dapat langsung melakukan persiapan 
mengadakan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebelum 
diberikannya Izin Usaha. 
3. Daftar Ulang Izin Usaha yang selanjutnya disebut Daftar Ulang adalah 
kegiatan pendaftaran kembali Izin Usaha yang telah berakhir masa 
berlakunya, untuk memperoleh Izin Usaha baru. 
4. Perubahan Izin Usaha adalah penerbitan surat perubahan Izin Usaha 





permohonan dan berkas 
yang sudah masuk 
Kepala Dinas menyetujui / 
menolak permohonan Izin 
Prinsip dari Pengusaha 
Apabila disetujui maka 
dilanjutkan untuk 
permohonan Izin Usaha 
setelah 1 th habis masa 





permohonan dan berkas 
yang sudah dilampirkan 
Kepala Dinas menyetujui / 
menolak permohonan Izin 
Usaha dari Pengusaha 
Apabila disetujui maka 
surat Izin Usaha bisa 
keluar 
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usaha, perluasan usaha, dan penanggung jawab yang menyebabkan 
terjadinya perbedaan dengan Izin Usaha yang telah dimiliki 
sebelumnya. 
5. Penggantian Izin Usaha adalah penerbitan surat penggantian Izin 
Usaha baru karena surat Izin Usaha yang telah dimiliki hilang dan atau 
rusak. 
6. Pencabutan Izin Usaha adalah penghentian sebuah kegiatan usaha 
karena pengusaha terbukti melakukan kesalahan, kelalaian, dan atau 
pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
7. Penutupan Usaha adalah penghentian segala kegiatan usaha atas 
permintaan pendiri dan atau pemiliknya meninggal dunia. 
      Sumber : Peraturan Daerah Boyolali No 18 Tahun 2003 
 
D. Pengertian-Pengertian Lain yang Berhubungan dengan Prosedur 
Perizinan 
Berikut adalah pengertian-pengertian yang berhubungan dengan perizinan 
usaha rekreasi dan hiburan umum : 
1. Taman Rekreasi yaitu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai 
fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang 
mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha 
pokok disuatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan 
penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. 
2. Pemandian Alam yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan 
fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan sumber air, air terjun atau 
air panas sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan 
jasa pelayanan makan dan minum. 
3. Pemandian Buatan / Kolam Renang yaitu suatu usaha yang 
menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena 
bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan 
penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. 
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4. Kolam Pemancingan yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan 
fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat 
dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. 
5. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan yaitu suatu usaha yang 
menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan 
atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi 
dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. 
6. Rumah Bilyard yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan 
fasilitas untuk bermain bilyard sebagai usaha pokok dan dapat 
dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. 
7. Diskotik dan Bar yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan 
fasilitas dalam ruang tertutup dan kedap suara untuk menyanyi, 
dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum. 
8. Kafe, Karaoke dan Pub yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat 
dan fasilitas untuk hiburan diruang yang tidak tertutup dan dapat 
dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. 
9. Padang Golf yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas 
untuk olah raga golf disuatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan 
dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. 
10. Panti Pijat yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas 
untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan 
penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. 
11. Salon dan Rias Pengantin yaitu setiap usaha komersial yang ruang 
lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk 
memotong, menata rambut, merias muka, merawat kulit dengan 
kosmetika, merias pengantin, dekorasi serta menyediakan fasilitas 
untuk keperluan adat. 
12. Balai Pertemuan Umum yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat 
dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan rapat, pesta atau 
pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan 
penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. 
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13. Rekaman Video adalah film yang dibuat dengan bahan pita video atau 
piringan video ( laser disc / video disc ) dan atau bahan hasil penemuan 
teknologi lainnya melalui proses elektronik dan ditayangkan kepada 
khalayak dengan sistem proyeksi elektronik. 
14. Hiburan di Lapangan adalah suatu usaha yang menyelenggarakan 
hiburan di lapangan terbuka baik yang dibayarkan maupun tidak. 
15. Bioskop yaitu suatu usaha pertunjukan dengan memutar film 
berukuran 33 mm atau lebih yang diselenggarakan untuk umum 
dengan dipungut biaya. 
     Sumber : Peraturan Daerah Boyolali No 18 Tahun 2003 
 
E. Metode Pengamatan 
1. Lokasi Pengamatan 
Pengamatan penyusunan Tugas Akhir ini dilakukan di Kantor Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Boyolali–Solo KM 2 Mojosongo Boyolali.  
 
2. Jenis Pengamatan 
Dalam pengamatan ini penulis lebih menitik beratkan pada pengamatan 
lapangan, yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke 
lokasi untuk memperoleh data dan keterangan yang relevan dengan 
permasalahan pengamatan, selain itu juga menggunakan studi pustaka untuk 
mendapatkan landasan teori yang relevan. 
 
3. Bentuk Pengamatan 
Bentuk pengamatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu 
pengamatan yang berusaha menggambarkan keadaan atau fenomena sosial 
tertentu yang mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak 
melakukan pengujian hipotesa ( Masri, 1989 : 4 ). 
Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mendapatkan gambaran yang 
jelas, sistematis dan akurat dari suatu fenomena sosial masyarakat berdasarkan 
fakta yang ada. 
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4. Sumber Data 
a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan 
wawancara langsung kepada pihak yang dianggap tahu pokok 
pengamatan. Dalam hal ini penulis memperoleh sumber yang didapat 
dari : Staf Bagian ODTW : Ibu Siti Sulastri, S.Sos dan Ibu Ida Lawina 
b. Data Sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari sumber lain : 
§ Internal Data : data yang diperoleh dari buku-buku, arsip-arsip dan 
laporan-laporan yang ada di perusahaan 
§ Eksternal Data : data yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang 
ada di luar perusahaan  
 
5. Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling, 
dimana pengambilan sample dengan memilih siapa saja yang dianggap 
mewakili populasi dan mampu memberikan keterangan yang jelas serta dapat 
dipertanggungjawabkan. 
Namun demikian informan yang telah dipilih dapat pula menunjuk informan 
lain yang dianggap lebih tahu sehingga perilaku informan dapat berkembang 
sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data. 
  
6. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
Informasi didapat melalui percakapan dan tanya jawab kepada 
seluruh informan dengan tatap muka secara langsung untuk 
mendapatkan data yang diperlukan. 
b. Dokumentasi 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengambil laporan 
dan arsip-arsip yang diperlukan, yang mempunyai kaitan dengan 
objek pengamatan. 
c. Observasi Lapangan 
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Pengamatan secara langsung yang telah penulis lakukan di objek-
objek wisata sekitar Boyolali selama kurang lebih 1 minggu. 
 
7. Teknik Analisa Data 
Teknik analisa data yang digunakan dalam pengamatan ini adalah teknik 
analisa interaktif yang meliputi tiga proses yaitu : 
a. Reduksi data yaitu proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan 
dan pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan tertulis di 
lapangan atau dengan kata lain reduksi data adalah bagian analisis 
dan merupakan bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, 
membuat fokus serta membuang hal-hal yang tidak dianggap 
penting serta mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan 
akhir dapat diambil. 
b. Penyajian data yaitu suatu rakitan organisasi informasi yang 
memungkinkan kesimpulan data dilakukan dengan melihat suatu 
penyajian data. 
c. Penarikan kesimpulan 
Pada awalnya kesimpulan tersebut kurang jelas kemudian semakin 
meningkat secara eksplisit atau lebih jelas karena mempunyai 
landasan yang kuat. 
 
8. Validitas Data 
Dalam pengamatan ini data yang berhasil dikumpulkan wajib diusahakan 
kemantapannya dan kebenarannya, artinya bahwa setiap pengamat harus 
menentukan suatu cara guna meningkatkan validitas data yang diperolehnya, 
demi kemantapan kesimpulan dan tafsiran makna pengamatannya. 
Dalam pengamatan kualitatif terdapat beberapa cara untuk meningkatkan 
kesahihan data pengamatan. Dalam hal ini penulis menggunakan cara 
triangulasi data, yaitu pengamatan dengan menggunakan berbagai sumber data 
yang berbeda untuk mengumpulkan data yang sejenis atau sama. 
 (H.B Sutopo, 2000 : 34) 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM DINAS PARIWISATA DAN 
KEBUDAYAAN BOYOLALI 
 
A. Sejarah Berdirinya 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali merupakan Unit / 
Satuan Kerja di Lingkungan Kabupaten Boyolali yang didirikan sesuai dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah 
Tahun 2001 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33).  
Diparbud Boyolali terletak di Jl. Raya Boyolali-Solo KM 2 Mojosongo 
Boyolali. Sebagai lembaga teknik daerah, Diparbud Boyolali mempunyai tugas 
penting untuk membantu Bupati dalam menangani dan mengembangkan sektor 
pariwisata. Pada saat ini Diparbud Boyolali mempunyai 61 karyawan yang 
masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri. Kantor Diparbud mempunyai 6 
ruangan yaitu : Ruang Kepala Bagian, Ruang Administrasi, Ruang Marketing, 




B. Visi dan Misi 
§ Visi : 
Berdasarkan musyawarah bersama dengan seluruh pejabat di jajaran 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah menghasilkan suatu komitmen 
sebagai rumusan tentang suatu visi, maka ditetapkannya visi dalam misi 
pembangunan Kabupaten Boyolali, yaitu : 
“Terwujudnya Kabupaten Boyolali Sebagai Daerah Tujuan Wisata Yang 




§ Misi : 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali memiliki Misi, 
yaitu : 
1. Meningkatkan kualitas produk pariwisata dan diversifikasi produk 
wisata serta pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha pariwisata. 
2. Menguatkan SDM pariwisata melalui pelatihan yang relevan dan 
berkelanjutan. 
3. Meningkatan upaya konservasi budaya. 
4. Meningkatkan pemasaran dan, 
5. Meningkatkan jaringan kerjasama antar daerah dalam bidang promosi 
pariwisata. 
6. Meningkatkan kualitas produk pariwisata dan diversifikasi produk 
wisata serta pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha pariwisata. 
7. Menguatkan SDM pariwisata melalui pelatihan yang relevan dan 
berkelanjutan. 
8. Meningkatan upaya konservasi budaya. 
9. Meningkatkan pemasaran dan, 
10. Meningkatkan jaringan kerjasama antar daerah dalam bidang promosi 
pariwisata. 
11. Meningkatkan kualitas produk pariwisata dan diversifikasi produk 
wisata serta pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha pariwisata. 
12. Menguatkan SDM pariwisata melalui pelatihan yang relevan dan 
berkelanjutan. 
13. Meningkatan upaya konservasi budaya. 
14. Meningkatkan pemasaran dan, 







C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi  
§  Tugas Pokok. 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali mempunyai 
tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang 
kepariwisataan dan kebudayaan yang menjadi tanggung jawabnya 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 
 
§  Fungsi Organisasi 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali mempunyai 
fungsi: 
1. Perumusan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan 
pembinaan terhadap obyek wisata, pramuwisata khusus, 
penginapan remaja, urusan rumah makan/restoran, usaha rekreasi 
dan hiburan umum dan atraksi wisata, promosi serta urusan 
kebudayaan. 
2. Perencanaan teknis operasional dan pengembangan urusan-urusan 
kepariwisataan dan kebudayaan yang menjadi tanggung jawabnya 
sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
3. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang 
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
4. Pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan 
oleh Bupati berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang 
berlaku. 
5. Pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas 
pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati 
berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 
6. Penyusunan dan pelaksanaan tugas administrasi Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan.  
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D. Susunan dan Tugas Organisasi 
1. Kepala Departemen 
Tugasnya yaitu membantu pemerintah daerah dalam menangani sektor 
pariwisata seperti : 
a. Membantu perencanaan program, orientasi, intruksi teknis tentang 
bentuk pariwisata. 
b. Mempersiapkan materi tentang Peraturan Daerah. 
c. Memberikan pelayanan yang baik di bidang pariwisata. 
d. Memimpin Diparbud Boyolali. 
 
2. Jabatan Fungsional 
a. Bidang Administrasi 
Tugas utamanya yaitu menangani, merencanakan, dan melaporkan 
program secara umum seperti peralatan, pendanaan, dan staff pegawai. 
Tugas lainnya antara lain : 
§ Membuat serta melaksanakan legislasi, obligasi, orientasi dan 
intruksi secara teknis dan administrasi. 
§ Menyusun program, orientasi, intruksi teknis dan sektor umum. 
§ Merealisasikan pembagian tugas setiap bagian. 
 
b. Bidang Peralatan / Perlengkapan 
Tugas utamanya yaitu menyiapkan materi kontruksi dan memonitor 
kegiatan pariwisata serta lingkungannya. Tugas lainnya antara lain : 
§ Membuat perencanaan segala aktifitas yang sesuai dengan program 
§ Menyiapkan materi kontruksi dan perkembangannya. 
§ Memberikan arahan dan penyuluhan pada pihak yang terkait. 
 
c. Bidang Pemasaran Pariwisata 
Tugas utamnya yaitu melakukan suatu hal yang berhubungan dengan 
dunia pemasaran seperti promosi, serta penjualan produk pariwisata.  
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Tugas lainnya antara lain :  
§ Menyiapkan materi kontruksi dan pemasaran pariwisata nasional. 
§ Mengerjakan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal promosi 
maupun pemasaran. 
§ Memperkenalkan industri pariwisata, produk, kerajinan tangan dan 
lain-lain baik melalui media cetak maupun media elektronik. 
§ Mencari rekanan lain sebagai upaya untuk memperkenalkan 
Boyolali sebagai tujuan wisata. 
 
d. Bidang Kebudayaan 
Bidang ini bertugas menangani segala sesuatu yang berhubungan dengan 
seni dan budaya. Tugas-tugas dari bidang ini yaitu : 
§ Menyusun perencanaan tentang program guide, pengembangan 
seni, musium sejarah, dan nilai-nilai tradisional baik lisan maupun 
tulisan. 
§ Menyusun perencanaan para staff dan perlengkapan yang 
dibutuhkan untuk memandu perkembangan seni, bahasa, musium 
sejarah dan nilai-nilai tradisional. 
§ Mengawasi kegiatan-kegiatan seni, membuat dokumentasi acara-
acara budaya. 
§ Memandu pihak-pihak yang terkait mengenai seni dan kegiatan-
kegiatan budaya. 
 
e. Bidang Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) 
Tugas utamanya yaitu menyiapkan materi perkembangan kontruksi dan 
monitor objek-objek dan daya tarik wisata. Tugas lainnya antara lain: 
§ Memantau materi kontruksi dan mengevaluasi objek-objek 
pariwisata. 
§ Membuat perencanaan devisi objek-objek wisata sesuai dengan 
peraturan pemerintah. 
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§ Membuat perijinan atas objek dan daya tarik wisata, berupa usaha 
rekreasi dan hiburan umum. 
 
E. Daftar Biaya Izin Prinsip, Izin Usaha, Daftar Ulang Usaha 
Tabel 1.2 
Besarnya Retribusi untuk Izin Prinsip 
No 




1 Taman Rekreasi Rp 300.000,00 
2 Pemandian Alam Rp 150.000,00 
3 Pemandian Buatan Kolam Renang Rp 100.000,00 
4 Kolam Pemancingan Rp 100.000,00 
5 
Gelanggang Permainan dan 
Ketangkasan (Play Station, Video 
Game) 
Rp 150.000,00 
6 Bilyard Rp 150.000,00 
7 Diskotik dan Bar Rp 200.000,00 
8 Kafe, Karaoke dan Pub Rp 150.000,00 
9 Padang Golf Rp 400.000,00 
10 Panti Pijat Rp 150.000,00 
11 Salon dan Rias Pengantin Rp 75.000,00 
12 Balai Pertemuan Umum Rp 200.000,00 
13 Persewaan Video Rp 250.000,00 
14 Bioskop Rp 200.000,00 
15 Driving Range Rp 300.000,00 







Besarnya Retribusi untuk Izin Usaha 
No 
Jenis Usaha Rekreasi dan 
Hiburan Umum 
Retribusi Izin Usaha 
1 Taman Rekreasi Rp 400.000,00 
2 Pemandian Alam Rp 150.000,00 
3 Pemandian Buatan Kolam Renang Rp     2.000,00 / m2 
4 Kolam Pemancingan Rp        500,00 / m2 
5 
Gelanggang Permainan dan 
Ketangkasan (Play Station, Video 
Game) 
Rp   75.000,00 / unit 
6 Bilyard Rp   50.000,00 / meja 
7 Diskotik dan Bar Rp 300.000,00 
8 Kafe, Karaoke dan Pub Rp 200.000,00 
9 Padang Golf Rp 600.000,00 
10 Panti Pijat Rp   50.000,00 / bed 
11 Salon dan Rias Pengantin Rp 100.000,00 
12 Balai Pertemuan Umum Rp 300.000,00 
13 Persewaan Video Rp 250.000,00 
14 Bioskop Rp 300.000,00 
15 Driving Range Rp 400.000,00 
         Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Boyolali 
 
Tabel 1.4 
Besarnya Retribusi untuk Daftar Ulang Usaha 
No 
Jenis Usaha Rekreasi dan 
Hiburan Umum 
Retribusi Izin Usaha 
1 Taman Rekreasi Rp 300.000,00 
2 Pemandian Alam Rp 100.000,00 
3 Pemandian Buatan Kolam Renang Rp     2.000,00 / m2 
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4 Kolam Pemancingan Rp        500,00 / m2 
5 
Gelanggang Permainan dan 
Ketangkasan (Play Station, Video 
Game) 
Rp   50.000,00 / unit 
6 Bilyard Rp   50.000,00 / meja 
7 Diskotik dan Bar Rp 200.000,00 
8 Kafe, Karaoke dan Pub Rp 150.000,00 
9 Padang Golf Rp 400.000,00 
10 Panti Pijat Rp   50.000,00 / bed 
11 Salon dan Rias Pengantin Rp 100.000,00 
12 Balai Pertemuan Umum Rp 200.000,00 
13 Persewaan Video Rp 250.000,00 
14 Bioskop Rp 200.000,00 
15 Driving Range Rp 300.000,00 
         Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Boyolali 
 


















A. Tata Laksana Pemberian Izin Usaha 
 
Pelaksanaan Prosedur Pendirian Perizinan Usaha Rekreasi Dan Hiburan 
Umum (URHU) yang dilakukan di Kantor Diparbud Boyolali memang tidaklah 
serumit yang penulis bayangkan sebelumnya, namun prosedur-prosedur yang 
harus dijalani sampai dengan seorang pengusaha itu memperoleh surat Izin Usaha,  
memerlukan waktu yang relatif cukup lama, hal ini karena ketatnya pengawasan 
yang dilakukan oleh Pemkab sendiri untuk menderegulasi perkembangan tempat-
tempat usaha yang semakin banyak berdiri diwilayah Boyolali. Setiap usaha 
masyarakat yang dalam hal ini masuk ke dalam jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan 
Umum maka pengusaha wajib mendaftarkan tempat usahanya melalui Kantor 
Diparbud Boyolali. Adapun langkah pertama yang harus dilakukan pengusaha 
untuk memperoleh Izin Usaha adalah pengajuan Izin Prinsip terlebih dahulu. 
 
“ Sebelum Kepala Dinas mengeluarkan Izin Usaha maka step awal yang 
harus dijalani pengusaha URHU adalah terlebih dulu mereka harus 
mengajukan permohonan Izin Prinsip, dimana yang dimaksud Izin Prinsip 
ini adalah izin persiapan membangun bagi pengusaha untuk menyiapkan 
segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kegiatan usahanya nanti.” 
(kutipan wawancara dengan staf  ODTW 13 Februari 2009) 
 
 
Berikut tata cara yang dilakukan dalam pengajuan permohonan Izin 
Prinsip :  
1. Pengusaha mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas, dengan 
cara mengisi blanko yang telah disediakan dibagian ODTW Kantor Diparbud 
Boyolali. Blanko tersebut berisi : 
a. Keterangan Diri Pemohon diketahui Kepala Desa/ Kelurahan dan 
Camat 
b. Uraian singkat rencana usaha 
c. Surat keterangan dari Ketua RT dan RW setempat 
d. Surat persetujuan lingkungan setempat 
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e. Ditambah persyaratan lain seperti :  
§ Foto Copy Kartu Tanda 
Penduduk yang masih berlaku 
sebanyak 2 lembar. 
§ Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 
sebanyak 2 lembar. 
§ Materai Rp. 6.000,- 2 lembar. 
2. Setelah pemohon (dalam hal ini adalah pengusaha yang mau mendaftarkan 
tempat usahanya) selesai melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan maka 
berkas-berkas tersebut segera saja dikumpulkan. 
3. Jika persyaratan yang dimaksudkan belum lengkap dan benar maka akan 
dikembalikan lagi kepada pemohon untuk bisa segera dilengkapi kembali, 
paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya permohonan. 
4. Apabila keseluruhan hal sudah beres maka paling lama 14 hari kerja sejak 
diterimanya permohonan, Kepala Dinas dapat menerbitkan Izin Prinsip atau 
menolak permohonan Izin Prinsip. 
5. Jika terjadi penolakan maka Kepala Dinas akan memberikan alasan dan 
penjelasan kepada pemohon. 
6. Pemohon yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan kembali 
permohonan dan akan diperlakukan sama sebagai pemohon baru.  
 Izin Prinsip akan berlaku untuk jangka waktu 1 tahun. 
 
Setelah lewat 1 tahun masa persiapan untuk Izin Prinsip selanjutnya 
seorang pengusaha dapat mengajukan permohonan usaha. Adapun langkah-
langkah dalam pelaksanaannya sama dengan permohonan Izin Prinsip yaitu  
sebagai berikut : 
 
1. Permohonan Izin Usaha diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas disertai 
dengan persyaratan lengkap seperti : 
a. Keterangan diri Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan 
dan Camat. 
 xli 
b. Akta pendirian perusahaan apabila usaha tersebut berbentuk Badan 
Hukum. 
c. Uraian singkat tentang rencana pengusahaan Usaha Rekreasi dan 
Hiburan Umum. 
d. Denah Ruangan tempat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum. 
e. Status tanah / bangunan tempat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum. 
f. Persetujuan dari pemilik bangunan apabila penyelenggara Usaha 
Rekreasi dan Hiburan Umum menempati bangunan milik orang lain. 
g. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 
h. Persetujuan Prinsip Membangun. 
i. Surat Izin Ganggguan. 
2. Apabila persyaratan sebagaimana yang dimaksud belum lengkap dan benar, 
paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya permohonan, Kepala Dinas akan 
mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi. 
3. Paling lama 7 hari kerja sejak dikembalikannya permohonan, seorang 
pengusaha dapat mengajukan permohonan kembali. 
4. Apabila keseluruhan hal sudah beres maka paling lama 14 hari kerja sejak 
diterimanya permohonan, Kepala Dinas dapat menerbitkan Izin Usaha  atau 
menolak permohonan Izin Usaha. 
5. Jika terjadi penolakan maka Kepala Dinas akan memberikan alasan dan 
penjelasan kepada pemohon. 
6. Pemohon yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan kembali 
permohonan dan akan diperlakukan sama sebagai pemohon baru.  
 
“Izin Usaha sudah dapat keluar dalam jangka waktu sekitar 2 minggu 
apabila berkas-berkas yang menjadi persyaratannya sudah lengkap dan 
benar. Izin Usaha ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun, apabila masa itu 
habis maka pengusaha harus memperbaharui kembali lewat Daftar Ulang 
Usaha, dan akan dikenakan pajak retribusi sesuai dengan tarif yang telah 
ditetapkan.” (kutipan wawancara 16 Februari 2009) 
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Menyimpulkan wawancara diatas bahwa jangka waktu penerbitan surat 
Izin Usaha relatif cepat karena cukup menunggu 2 minggu maka pengusaha bisa 
segera mengoperasikan usahanya secara resmi dengan catatan persyaratan yang 
harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan sudah lengkap dan benar. 
 
B. Persyaratan Teknis Yang Harus Dipenuhi 
Prosedur yang harus dilakukan sampai dengan seorang pengusaha 
mendapatkan surat perizinan maka terlebih dahulu harus lolos dari Izin Prinsip. 
Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Izin Prinsip ini adalah persetujuan 
sementara dalam hal pengusaha melakukan persiapan mendirikan usaha mereka. 
Izin Prinsip berlaku selama 1 tahun. Selama 12 bulan itu usaha yang telah 
terdaftar akan selalu dipantau keberadaannya apakah bisa lolos dari syarat-syarat 
Perizinan Prinsip ataukah tidak. Persyaratan yang harus dipenuhi tidak hanya 
dalam bentuk tertulis saja tapi juga ada persyaratan teknisnya, yang mana hal ini 
wajib dilakukan pengusaha. 
 
§ Persyaratan Teknis Izin Prinsip : 
1. PLAY STATION 
a. Tidak berada atau dekat dengan tempat peribadatan dan sekolah 
(sekurang-kurangnya   200 m). 
b. Luas dan penataan ruangan harus memperhatikan kenyamanan 
pengunjung dan fungsi serta jumlah dari fasilitas yang tersedia. 
c. Bangunan harus memenuhi ketentuan tata bangunan sesuai dengan 
perundangan yang berlaku, dan tersedia papan nama usaha yang jelas 
serta mudah dibaca oleh umum. 
d. Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor dengan luas yang cukup 
dan kondisi yang memadahi untuk menampung kendaraan roda dua 
dan empat. 
e. Dalam ruangan tersedia perlengkapan yang memadahi dan ada 
peringatan larangan melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan 
serta penggunaan narkoba. 
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f. Tersedia ruangan kantor untuk pengelola dan toilet untuk pria dan 
wanita yang terpisah dengan jumlah yang cukup. 
g. Jam kerja mulai jam 09.00 s/d 22.00 WIB. 
 
2. PANTI PIJAT 
a. Tidak berada atau dekat dengan tempat peribadatan dan sekolah 
(sekurang-kurangnya   200 m). 
b. Luas dan penataan ruangan harus memperhatikan kenyamanan 
pengunjung dan fungsi serta jumlah dari fasilitas yang tersedia. 
c. Bangunan harus memenuhi ketentuan tata bangunan sesuai dengan 
perundangan yang berlaku, dan tersedia papan nama usaha yang jelas 
serta mudah dibaca oleh umum. 
d. Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor dengan luas yang cukup 
dan kondisi yang memadahi untuk menampung kendaraan roda dua 
dan empat. 
e. Dalam ruangan tersedia perlengkapan yang memadahi dan ada 
peringatan larangan melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan 
serta penggunaan narkoba. 
f. Tersedia ruangan kantor untuk pengelola dan toilet untuk pria dan 
wanita yang terpisah dengan jumlah yang cukup. 
g. Jam kerja mulai jam 09.00 s/d 22.00 WIB. 
 
3. BILYARD 
a. Tidak berada atau dekat dengan tempat peribadatan dan sekolah 
(sekurang-kurangnya   200 m). 
b. Luas dan penataan ruangan harus memperhatikan kenyamanan 
pengunjung dan fungsi serta jumlah dari fasilitas yang tersedia. 
c. Bangunan harus memenuhi ketentuan tata bangunan sesuai dengan 
perundangan yang berlaku, dan tersedia papan nama usaha yang jelas 
serta mudah dibaca oleh umum. 
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d. Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor dengan luas yang cukup 
dan kondisi yang memadahi untuk menampung kendaraan roda dua 
dan empat. 
e. Dalam ruangan tersedia perlengkapan yang memadahi dan ada 
peringatan larangan melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan 
serta penggunaan narkoba. 
f. Tersedia ruangan kantor untuk pengelola dan toilet untuk pria dan 
wanita yang terpisah dengan jumlah yang cukup. 
g. Jam kerja mulai jam 09.00 s/d 22.00 WIB. 
h. Siswa berseragam tidak diperbolehkan masuk tempat usaha. 
 
4. SALON 
a. Luas dan penataan ruangan harus memperhatikan kenyamanan 
pengunjung dan fungsi serta jumlah dari fasilitas yang tersedia. 
b. Bangunan harus memenuhi ketentuan tata bangunan sesuai dengan 
perundangan yang berlaku, dan tersedia papan nama usaha yang jelas 
serta mudah dibaca oleh umum. 
c. Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor dengan luas yang cukup 
dan kondisi yang memadahi untuk menampung kendaraan roda dua 
dan empat. 
d. Dalam ruangan tersedia perlengkapan yang memadahi dan ada 
peringatan larangan melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan 
serta penggunaan narkoba. 
e. Tersedia ruangan kantor untuk pengelola dan toilet untuk pria dan 
wanita yang terpisah dengan jumlah yang cukup. 
f. Jam kerja mulai jam 09.00 s/d 22.00 WIB. 
 
§ Persyaratan Teknis Izin Usaha 
Pada dasarnya persyaratan teknis untuk Izin Usaha adalah sama untuk 
semua kategori URHU, yang sedikit berbeda hanya pada saat pengajuan Izin 
Prinsip karena persyaratan teknis antara usaha yang satu dengan yang lain berbeda 
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jenisnya, apabila pengusaha sudah dikatakan lulus dari Izin Prinsip ini maka 
selanjutnya tinggal melanjutkan apa yang sudah ada ditambah dengan 
menjalankan beberapa hal yang menjadi persyaratan teknis untuk Izin Usaha guna 
mencapai ketertiban, keamanan, serta kelancaran untuk pengusaha itu sendiri. 
Adapun persyaratan teknis untuk mendapatkan Izin Usaha adalah sebagai berikut : 
 
1. Dalam melaksanakan mendirikan usaha rekreasi dan hiburan umum, 
pemegang izin wajib mentaati ketentuan perundangan yang berlaku. 
2. Dalam melaksanakan kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum wajib 
menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan disekitarnya. 
3. Kepada pemegang izin wajib membayar retribusi sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku dan wajib daftar ulang sesuai dengan waktu yang telah 
ditetapkan. 
4. Apabila dalam mendirikan usaha terjadi perubahan dari rencana semula 
wajib memberikan laporan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali. 
5. Untuk mengajukan Izin Usaha tersebut pemegang izin wajib mengajukan 
permohonan kepada Bupati lewat Kepala Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kabupaten Boyolali. 
6. Membuat laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kabupaten Boyolali. 
 














Puji Astuti Kios Pasar 
Sunggingan 
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No Nama Perusahaan 
Nama 





1 Bilyard 2000 Suyamto Perum Galih Asri 






2 Master Slamet 
Riyadi 
Terminal Bus 






      
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Boyolali 
 
Tabel 1.7 
Usaha Play Station 
 
No Nama Perusahaan 
Nama 





1 Sasa Ikhwan 
Sanyoto 














      









Usaha Panti Pijat 
 
No Nama Perusahaan 
Nama 





1 Adityo Wuryanti Pomah Rt 12/Rw 01 






2 Dian Mas Rofiah Ds. Ngaru-aru Kec. 







Kadiyem Randusari Rt 04/Rw 






4 Flamboyan Nanik 
Sugiyarti 
Ds. Ngaru-aru Rt 








5 Panti Pijat 
Urut 
Tradisional 







6 Intan Sari Suwarti Jl Raya Ngangkruk 












      
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Boyolali 
 
C. Bentuk Usaha Dan Permodalan 
Permodalan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum seluruh modalnya dapat 
dimiliki oleh Warga Negara Indonesia yang berbentuk Usaha Perseorangan atau 
Badan, dapat juga berasal dari patungan antara Warga Negara Indonesia dengan 
Warga Negara Asing. Berbentuk usaha Perseorangan jika semua modal yang 
digunakan untuk mendirika usaha tersebut berasal dari seorang saja dan tanggung 
jawabnya juga tidak bisa dipindahtangankan. Berbentuk Badan jika modal yang 
dimiliki berasal dari 2 orang atau lebih dan tanggung jawab pada perusahaan bisa 
diwakilkan pada salah seorang saja atau semua orang yang turut serta memiliki 
hak untuk mengurus perusahaan tersebut. 
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D. Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian 
Pengawasan dan Pembinaan dilakukan sebelum perizinan, pada saat 
perizinan dan setelah perizinan diterbitkan. Pembinaan dalam usaha peningkatan 
peran Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dilakukan oleh Kepala Dinas dengan 
mengikutsertakan instansi terkait namun untuk kesemuanya diatur lebih lanjut 
oleh Bupati. Sanksi administrasi dapat menjadi suatu peringatan tertulis kepada 
pengusaha yang telah memiliki Izin Usaha atau belum memiliki Izin Usaha 
apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut : 
 
1. Pengusaha tidak memberikan laporan secara tertulis tentang data atau 
informasi mengenai kegiatan usahanya secara berkala kepada Kepala 
Dinas atau Pejabat yang ditunjuk. 
2. Tidak ada laporan secara tertulis dari Pengusaha yang hendak menutup 
usahanya. 
3. Pengusaha melakukan kegiatan usaha lain yang tidak tercantum didalam 
Izin Usahanya. 
4. Pengusaha yang tidak melakukan kewajiban-kewajibannya seperti : 
a. Menjaga martabat URHU dari kegiatan yang melanggar norma 
agama, kesusilaan, perjudian, pengedaran atau penyalahgunaan 
pemakaian narkotika dan obat-obat terlarang. 
b. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pelanggan terutama 
dalam hal kepuasan dan kenyamanan. 
c. Melakukan upaya pemeliharaan dan pelestarian lingkungan sekitar. 
d. Membayar pajak dan atau retribusi sesuai peraturan yang berlaku. 
e. Menjamin terlaksananya pemeriksaan teknis Usaha Rekreasi dan 
Hiburan Umum secara berkala oleh instansi yang berwenang.   
5. Adanya laporan secara tertulis dari pejabat yang berwenang, bahwa 
pengusaha tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan atau retribusi 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Pencabutan Izin Usaha dapat terjadi karena sanksi administrasi sudah tidak 
bisa menertibkan pengusaha serta telah terjadi beberapa pelanggaran seperti 
berikut : 
 
1. Izin Usaha yang diperoleh berdasarkan keterangan atau data yang tidak 
benar  atau palsu dari pengusaha yang bersangkutan.  
2. Pengusaha yang bersangkutan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan yang memuat sanksi pencabutan Izin Usaha. 
3. Melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah atau tidak memenuhi 
persyaratan serta kewajiban sebagaiamana telah ditetapkan dalam Izin 
Usaha. 
4. Bertentangan dengan ketertiban, kepentingan umum, kesusilaan, dan 
kelestarian lingkungan serta tidak memenuhi persyaratan kebersihan dan 
kesehatan.  
 
E. Usaha Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya 
Izin Usaha 
Memberikan kesadaran kepada warga masyarakat akan pentingnya 
memiliki surat Izin Usaha memang sedang giat-giatnya diusahakan Pemkab 
Boyolali. Mengingat adanya otonomi daerah yang mengharuskan setiap 
Pemerintah Kabupaten / Kota mengurusi sendiri masalah keuangannya. Banyak 
hal ditempuh agar info seputar permasalahan ini bisa cepat sampai dan menjadi 
perhatian masyarakat. Hasil wawancara dengan staf Diparbud Boyolali dalam 
pengamatan kemarin menyebutkan bahwa hal-hal yang selama ini dilakukan 
adalah :  
“Kalau yang dilakukan ODTW : 1. Mengedarkan surat edaran ke Usaha 
Rekreasi dan Hiburan Umum, istilahnya jemput bola agar mereka mau 
mengajukan Izin Usaha. 2. Mengadakan sosialisasi per kecamatan. jadi 
mereka tahu pentingnya mendapatkan Izin Usaha. Sosialisasi ini ada 
bermacam-macam bentuk salah satunya ya dengan menitipkan blanko Izin 




Berdasarkan kutipan diatas, usaha yang telah mereka lakukan selama ini adalah : 
1. Secara langsung datang ditiap kecamatan untuk memberikan penyuluhan 
kepada masyarakat. Sesuatu yang cukup sulit karena harus mengemas 
informasi ini menjadi sedemikian menarik sehingga bisa lebih mengena 
dihati warga. Melakukan sosialisasi langsung melalui sebuah workshop, 
rapat dan diskusi, dan sebagainya.  
2. Mengedarkan Surat Edaran ke Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum. 
Istilahnya “jemput bola” hal ini pun dilakukan guna pengusaha tempat 
hiburan lebih paham lagi serta dapat membujuk mereka untuk segera mau 
melakukan pelaksanakan prosedur Izin Usaha. 
 
Melalui sosialisasi seperti ini akan dijelaskan rangkaian dalam 
pelaksanaan permohonan pendaftarannya agar warga bisa lebih paham, serta 
berusaha meyakinkan warga akan pentingnya hal ini. Menjelaskan akan 
didapatnya beberapa keuntungan lain bagi pengusaha jika sudah memiliki surat 
Izin Usaha, disamping memiliki izin resmi pendirian maka dua hal menarik lagi 
adalah tempat usaha mereka secara otomatis akan dipromosikan lewat katalog-
katalog wisata Boyolali yang dalam hal ini dikategorikan dalam URHU itu 
sendiri, sehingga dengan adanya hal ini usaha yang sudah resmi tercatat bisa 
dilihat wisatawan yang ingin mencari tempat-tempat menarik yang bisa mereka 
kunjungi di Boyolali. Kelebihan lainnya adalah Surat Izin Usaha dapat 
ditangguhkan untuk mencari pinjaman modal usaha di Bank-Bank Pemerintah 
atau Swasta. 
 
F. Hambatan-Hambatan Dan Cara Mengatasi 
Hambatan memang selalu ada dalam setiap kegiatan, baik itu yang belum 
direncanakan maupun sudah. Begitu juga dalam pelaksanaan prosedur pendirian 
perijinan URHU di Boyolali ini. Hasil wawancara penulis dengan staff  ODTW 
mengatakan bahwa: 
“Selama ini yang menjadi hambatan dalam kegiatan kita ada 2, yaitu 
hambatan internal yang berasal dari kurangnya kesadaran warga 
masyarakat sendiri untuk mau berizin, serta hambatan eksternal yang 
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berasal dari pengusaha yang tidak mendapatkan persetujuan dari 
lingkungan sekitar untuk mengoperasikan usahanya. Padahal apabila tidak 
ada persetujuan dan kita tetap menerbitkan surat Izin Usaha maka nantinya 
kita sendiri yang kena sanksi Perda.” (wawancara 20 Februari 2009) 
 
Menurut kutipan diatas yang menjadi hambatan terbesar karena kurangnya 
kesadaran masyarakat akan hal ini dan tentunya hal ini bisa terjadi seiring karena 
memang kurangnya pengetahuan dan informasi yang didapat atau memang sikap 
acuh tak acuh mereka, padahal dari pihak ODTW sendiri sudah cukup aktif untuk 
mengenalkan hal ini, olehkarena itu perlunya penyuluhan untuk menjelaskan 
kepada warga akan adanya Perda No 18 Tahun 2003 tentang “Ketentuan dan Tata 
Cara Pemberian Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum” serta Perda No 19 
Tahun 2003 tentang “Retribusi Pemberian Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan 
Umum” harus sering-sering disosialisasikan. Tidak hanya itu karena ada cara lain 
yang selama ini sudah dijalankan adalah bekerja sama dengan Satpol PP untuk 
memberi peringatan. Cara tersebut adalah cara yang bisa dibilang efektif yang 
bisa dilakukan saat ini oleh Kepala Dinas. Berusaha lebih aktif lagi untuk 
melakukan pendekatan, memberikan informasi-informasi yang ringan namun bisa 
























Prosedur pendirian perizinan URHU di Kab. Boyolali memang baru 
berjalan kurang lebih tujuh tahun belakang ini. Kepengurusan untuk hal ini 
dilakukan oleh bagian ODTW (Objek Daya Tarik Wisata) di Kantor Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan Boyolali. Melalui sebuah Kuliah Kerja Magang yang 
penulis lakukan selama bulan Februari 2009 lalu, bermaksud ingin mengetahui 
secara lebih jelas dan rinci mengenai perizinan URHU ini. Dari hasil pengamatan 
tersebut kesimpulan yang berhasil penulis dapatkan dengan mengumpulkan, 
menyusun, dan menyajikan data tentang Prosedur Pendirian Perijinan URHU di 
Kantor Diparbud Boyolali adalah : 
 
1. Pengurusan perizinan mendirikan usaha tempat hiburan di Kantor 
Diparbud Boyolali tidaklah rumit seperti yang kita bayangkan selama ini 
karena prosedur pengurusan izinnya sudah diatur secara jelas dan rinci 
dalam Perda Kabupaten Boyolali No 18 Tahun 2003, yaitu sebagai 
berikut: 
a. Pertama-tama pengusaha URHU wajib mengajukan permohonan 
Izin Prinsip membangun sebagai persiapan untuk kegiatan 
usahanya nanti. Dalam permohonan ini ada beberapa persyaratan 
yang harus dipenuhi pengusaha.  
b. Setelah lewat 1 tahun permohonan Prinsip Usaha langkah 
berikutnya adalah pengajuan permohonan Izin Usaha. Sama seperti 
pengajuan Izin Prinsip dalam permohonan Izin Usaha juga harus 
melampirkan tambahan persyaratan yang harus dipenuhi, tidak 
hanya kelengkapan administrasi namun juga kelengkapan 
teknisnya. Izin Usaha keluar dan bisa dijadikan dasar dalam 
mengoperasikan usahanya, dimana izin ini akan aktif dalam jangka 
waktu 3 tahun. Apabila habis dapat diperbaharui kembali. 
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2. Didalam Perda Kabupaten Boyolali No 18 Tahun 2003 sudah memuat 
secara rinci mengenai tata cara dan syarat-syarat yang harus dipenuhi 
dalam pengurusan Izin Usaha. 
3. Besarnya biaya retribusi yang harus dikeluarkan pengusaha juga sudah 
diatur secara jelas dalam Perda Kabupaten Boyolali No 19 Tahun 2003, 
baik itu untuk Izin Prinsip, Izin Usaha, Izin Daftar Ulang Usaha. 
4. Surat Izin Usaha bisa segera dikeluarkan dalam jangka waktu paling lama 
14 hari masa kerja apabila keseluruhan persyaratan yang diajukan sudah 




Setelah penulis mengamati, menganalis tentang Prosedur Pendirian 
Perijinan URHU maka penulis ingin memberikan saran yang mungkin bisa 
dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi Diparbud yaitu : 
 
1. Melakukan sosialisasi yang lebih intensif agar tata cara pelaksanaan 
prosedur Izin Usaha bisa dimengerti warga masyarakat. Terkadang fakta 
yang sering terjadi dilapangan adalah warga yang meski mereka sudah tahu 
kewajiban untuk mendaftarkan usahanya tapi karena kekurangtanggapan 
mereka untuk menjalankan prosedur-prosedur yang benar lantas mereka 
tidak mau melakukan hal ini dengan alasan tata cara serta rangkaian-
rangkaian yang harus ditempuh terlalu rumit dan tentunya mereka akan 
dikenakan pajak retribusi untuk setiap usaha yang dijalani. 
 
2. Agar didalam situs Diparbud Boyolali turut serta dijadikan media untuk 
mensosialisasikan hal ini. Melihat semakin maju dan berkembangnya 
teknologi informasi, bisa jadi didalam situs tersebut dipaparkan secara jelas 
alur prosedur perizinannya, lengkap dengan persyaratan yang diperlukan. 
Tidak hanya itu karena didalam situs tersebut bisa juga dilampirkan blanko 
permohonan Izin Usaha, sehinga semua keseluruhan proses akan semakin 
 liv 
memudahkan warga untuk mau berizin menjalankan prosedur-prosedur yang 
benar sesuai dengan peraturan. 
 
3. Terakhir ingin menambahkan semoga efektifitas kerja di kantor Diparbud 
semakin hari semakin baik, disiplin waktu masuk dan pulang kerja bisa 
seragam. Dari tahun ke tahun akan menghasilkan proker-proker yang bagus 
dan berkualitas dan maju terus Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Boyolali, 
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Sumber lain seperti : 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2003 tentang “Ketentuan 
dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Rekresi dan Hiburan Umum.” 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2003 tentang “Retribusi 







PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI 
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
Jl. Boyolali-Solo Km. 2  Boyolali Kode Pos 57322  Telp. (0276) 321150  


















































































































DINAS PARIWISATA DAN 
KEBUDAYAAN KABUPATEN 
BOYOLALI 
Jl. Boyolali-Solo Km. 2  Boyolali Kode Pos 57322  Telp. 
(0276) 321150 
Fax. 0276-321150 Email : disparbudkab.boyolali@yahoo.co.id 
 
 
       Kepada  Yth : 
       Kepala Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan 
       Kabupaten Boyolali 
       di – 
        B O Y O L A L I 
 
 
 Dengan hormat, 
 Berdasarkan Peraturan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Boyolali 
Tentang Usaha Salon, Bilyard, Panti Pijat dan Hiburan Umum, maka 
perkenanknlah kami, mengajukan Permohonan Persetujuan Prinsip Membangun / 
Ijin Usaha : 
           
  
yang berlokasi di          
  
           
  
 Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan keterangan – 
keterangan yang diperlukan antara lain : 
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1. Keterangan diri pemohon diketahui oleh Kepala Desa / Kelurahan dan 
Camat 
2. Uraian singkat rencana usaha 
3. Gambar lokasi tempat hiburan 
4. Surat Keterangan dari Ketua RT dan RW setempat 
5. Foto Copy KTP sebanyak 2 lembar 
6. Pas Foto ukuran 4 X 6 sebanyak 2 lembar 
 
Atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan banyak terima kasih. 
 
 
      
 Boyolali,…………………………. 





















          




















        Boyolali, 
Mengetahui   







   
    
 
 
PERSETUJUAN / PERNYATAAN 
TETANGGA YANG BERDEKATAN 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
NAMA TANDA  TANGAN 
 
1. 
      Tetangga Sebelah Utara 
2. 
      Tetangga Sebelah Timur 
3. 
      Tetangga Sebelah Selatan 
4. 



















Menyatakan tidak keberatan atas berdirinya kegiatan usaha     
  
Nama     :          
  
Alamat Lokasi  :          
  
 
 Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk 
digunakan sebagaimana mestinya. 
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        Boyolali, 
         Mengetahui 




              ( 
……………………………… ) 
SURAT  KETERANGAN RT / RW 
 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 
1. Nama  :         
  
2. Umur  :         
  
3. Alamat  :         
  
4. Jabatan :         
  
 
Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa kami sebagai Ketua 
RT            
   
tidak keberatan dan menyetujui apabila Saudara : 
1. Nama  :         
  
2. Umur  :         
  
 lxxii 
3. Alamat :         
  
4. Pekerjaan :         
  
 
Akan mendirikan Usaha         
  
di Jalan/Desa/Kelurahan         
  
           
  
 




        Boyolali, 























USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM 
Nomor : 556/       /17/2008 
 
 
Diberikan kepada : 
 
Nama  :         
 Umur  :         
 Alamat Pengusaha  :         
                             
Nama Usaha  :         
 Alamat Perusahaan  :        . 05,                     
Ds. Karangduren, Kec. Sawit, Kab. 
Boyolali 
 
Boyolali,                              2009 
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Perda Nomor 18 Tahun 2003  Berlaku sampai dengan :        
Agustus  2011 
Perda Nomor 19 Tahun 2003 
 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI 
D IN AS P ARIWIS ATA D AN  KEB UD AYAAN  
Jl. Boyolali-Solo Km. 2  Boyolali Kode Pos 57322  Telp. (0276) 321150  
Fax. 0276-321150 Email : disparbudkab.boyolali@yahoo.co.id 
 
 
SURAT IZIN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 




PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN USAHA 
 
           
 
 
Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 
Tahun 2003 tentang Ketentuan dan Tata Cara 
Pemberian Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum; 
2. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 19 
Tahun 2003 tentang Retribusi Pemberian Izin Usaha 
Rekreasi dan Hiburan Umum; 
3. Surat saudara ........................... pada tanggal 
...................... tentang Permohonan Persetujuan Izin 
Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, berupa 
......................... yang berada di ................. RT. ... / 
RW. ..., Ds. ..............., Kec. .................,  Kab. .............. 






   
Nama : KRISTINA SRI PRAPTINI 
Umur : 33 Tahun 
Alamat Rumah : Dk. Keringan Indah RT. 11 / RW. 05, Ds. Karangduren,                 
Kec. Sawit, Kab. Boyolali 
   
Untuk : Mendirikan Usaha .......................... dengan : 













 Dengan ketentuan sebagai berikut : 
1. Persetujuan Izin Usaha Mendirikan Usaha Rekreasi dan 
Hiburan Umum ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung 
sejak  dikeluarkannya Surat Izin ini. 
2. Setiap pengusaha yang memiliki izin usaha dan 
melakukan perubahan kepemilikannya, wajib 
mengajukan ijin permohonan Izin Usaha lagi. 
3. Setiap pengusaha yang memiliki Izin Usaha, tetapi 
dikemudian hari hilang atau rusak, wajib mengajukan 
permohonan Pengganti Izin Usaha baru yang ditujukan 
kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 
Boyolali. 
 
 4. Setiap pengusaha yang memiliki Izin Usaha, wajib 
menyampaikan laporan tertulis tentang data atau 
informasi mengenai kegiatan usahanya secara berkala 
kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 
Boyolali. 
5. Setiap pengusaha yang menutup usahanya, wajib 
melaporkan secara tertulis kepada Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kabupaten Boyolali. 
6. Pengusaha yang memiliki Izin Usaha hanya dapat 
melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan yang 
tercantum dalam Izin Usahanya. 
7. Mentaati kewajiban dan larangan sesuia dengan yang 
tercantum dalam Lampiran Surat Izin ini.  




Ditetapkan di :  B O Y O L A L I 
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Tembusan disampaikan kepada Yth; 
1. Kepala Kantor Kesbangpollinmas  
Kab. Boyolali;  
2. Kepala Kantor Satpol PP Kab. Boyolali;  





LAMPIRAN 1  : SURAT IZIN USAHA 
REKREASI DAN  HIBURAN 
UMUM 
Nomor  : 556/         /17/2009 




KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGUSAHA 
USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM 
BERUPA      
 
1. Dalam melaksanakan usahanya, pengusaha dilarang 
menggunakan tempat usahanya, untuk melakukan kegiatan yang 
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
yaitu Perda Nomor 8 Tahun 2003 Bab VIII Pasal 21 dan Pasal 22, 
pengusaha yang melanggar ketentuan dimaksud akan dicabut Izin 
Usahanya. 
2. Pengusaha dalam kegiatannya dilarang melanggar norma agama, 
kesusilaan, perjudian, mengedarkan dan atau menyalahgunakan 
narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya serta menjaga 
keamanan dan ketertiban umum. 
3. Pengusaha wajib memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan 
perlindungan kepada tamu / pemakai jasa, terutama dalam hal 
kepuasan dan kenyamanan. 
4. Pengusaha wajib memenuhi ketentuan  mengenai 
ketenagakerjaan, mengutamakan keselamatan kerja serta 
kesejahteraan karyawannya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 lxxvii 
5. Pengusaha selalu meningkatkan profesionalisme manajemen dan 
kualitas tenaga kerja sesuai dengan fungsi dan tugasnya guna 
meningkatkan mutu pelayanan. 
6. Melakukan upaya pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup. 
7. Membayar retribusi atau pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
8. Menjamin terlaksananya pemeriksaan teknis Usaha Rekreasi dan 
Hiburan Umum secara berkala oleh Instansi yang berwenang. 
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LAMPIRAN 2  : SURAT IZIN USAHA 
REKREASI DAN  
   HIBURAN UMUM 
Nomor  : 556/         /17/2009 




PERSYARATAN DAN FASILITAS YANG HARUS TERSEDIA 
PEMEGANG IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM 
BERUPA       
 
 
1. Luas dan penataan ruangan harus memperhatikan kenyamanan 
pengunjung dan fungsi serta jumlah fasilitas yang tersedia. 
2. Bangunan harus memenuhi ketentuan tata bangunan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tersedia 
papan nama usaha yang jelas serta mudah dibaca. 
3. Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor dengan luas yang 
cukup guna menampung kendaraan roda dua maupun roda empat. 
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4. Dalam ruangan tersedia perlengkapan yang memadai dan ada 
peringatan larangan melakukan perbuatan yang melanggar 
kesusilaan serta penggunaan narkoba. 
5. Ruangan kantor untuk pengelola harus tersedia toilet pria dan 
wanita yang terpisah dengan jumlah yang cukup. 
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